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mengucurkan dana DAK, BOS dan block grant.
Keluhan masyarakat ini harus kita tindaklanjuti
untukmencari solusi yang tepat, bagaimana
sekolah bisa terjangkau seluruh masyarakat,”
katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV lainnya
Mustar Labolo sekolah mahal atau pungutan
yang memberatkan tidak sesuai visi-misi
Gubernur Longki Djanggola.

“Tidak boleh ada sekolah mahal. Seharusnya
pihak sekolah mengomunikasikannya pada
pemerintah dan' DPR/DPRD, untuk mencari
jalan keluar, agar kebutuhan pembiayaan
sekolah terpenuhi, dan tidak ada lagi pungutan
yang membebani dan merugikan rakyat. Pihak
sekolah jangan seenaknya mencari
keuntungan,” kata Mustar.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Banggai
inimenambahkan, biaya dan pungutan sekolah
mahal, seharusnya tidak menjadi kebanggaan
bagi sekolah tersebut. Apalagi jika besarnya

biaya tidak sebanding dengan prestasinva.
“Faktanya pendidikan kita tidak pernah beranjak
dari rangking 20 ke bawah,” ujar Mustar.

Mahalnya biaya pendidikan di Sulteng,
menunjukkan instansi teknis terkiat, yakni Dinas
Pendidikan Daerah tidak mampu mengemban
kepentingan masyarakat. “Berarti jajaran
pejabat di dinas itu tidak mampu menerjemah-
kan visi-misi pemerintah,” tegasnya.

USULKAN PERDA PENDIDIKAN

Maraknya berbagai pungutan yang dianggap
ilegal dan sangat memberatkan bagi orang tua
siswa, mendapat perhatian serius kalangan
anggota DPRD Kota (Dekot) Palu. Olehnya,
mereka mendorong agar secepatnya Peraturan
Daerah (Perda) pendidikan segera diterbitkan.
Sejak awal, politisi asal Demokrat Arfandi
Labanu bersama beberapa rekannya di Dekot
Palu telah menginginkan agar Perda Pendidikan
segera ada, demi memayungi berbagai perma-
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salahan pendldlkan baik soal biaya pendidikan
maupun pungutan-pungutan di sekolah.

“Tapi itu, belum disahuti Pemkot. Alasannya,
belum tepat. Tapi kami menganggap ini sangat
penting, supaya ada hal-hal teknis seperti
pungutan dan lain sebagainya diatur di
dalamnya,” hatap Arfandi Labanu, via telepon,
kemarin (17/7). .

Memang diakui Arfandi; isu tentang
pendidikan mahal dan pungutan di berbagai
sekolah, sudah menjadi perhatian publik baik
ditingkat nasional maupun di daerah. Sehingga
ia begharap secepatnya Pemkot Palu segera
mengantisipasinya.

“Sebenarnya, kalau teman-teman dewan
mau. Perda Pendidikan ini, bisa diterbitkan
asalkan ada 5 sampai 10 orang mau
menandatangani persetujuan Perda tersebut.
Memang kami ini, hanya dapat mendorong,
karena leading sektornya di bagian komisi |,"
ujarnya. TMumRY
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PALU, MERCUSUAR -
Terkait pungutan biaya mastk
sekolah yang berlaku di
sejumlah sekolah unggulan di
Sulteng, beberapa anggota
DPRD Provinsi (Deprov) Sul
teng mendesak pihak Inspek-
torat untuk melakukan audit.

Anggota Komisi I Deprov
Sulteng, Suprapto Dg Situru
menyatakan, pungutan-
pungutan tersebut harus
diaudit secara terbuka, se-
hingga ketahuan jika ada
upaya pihak sekolah me-
manfaatkan penerimaan
siswa baru sebagai ladang
mencari keuntungan semata.

“Menteri Pendidikan jelas
menyatakan tidak boleh ada
pungutan. Ini malah pungutan

dimana-mana. Perlu audit dari’

inspektorat atau BPKP, agar
diketahui untuk apa sebenar-
nya pungutan itu dan apa
dasar hukumnya. Ini penting
karena selama ini dikeluh-
kan masyarakat dan
kita tidak tahu digu-
nakan untuk apa,”
ujarnya.

Politikus PAN ini se-
cara tegas- menyatakan,
jika pungutan itu terbukti
melanggar ketentuan hukum
dan undang-undang, harus
segera dihentikan. “Jika
melanggar hukum, pihak

sekolah harus diproses,
ujarnya

Sementara itu, Sekretaris
Komisi IV. Deprov Sulteng,
Moh Ilham Chandra Ilyas,
menyatakan segeramembawa
keluhan masyarakat seputar
pungutan di sekolah dalam
rapat komisi. “Jika ditanya,
saya maunya kita langsung
hearing Dikda. Tapi meka-
nismenya tidak bisa begitu,
kita harus bicarakan dulu di
komisi kapan hearing bisa
dilkukan,” ujar Chandra.

Menuriitnya, masalah pen-
didikan mahal dan pungutan
bagi siswa baru perlu ditindak
lanjuti pemerintah daerah.

“Kalau provinsi dan kabupa
ten/kota konsisten terhadap
ketentuan 20 persen APBD
untuk pendidikan, saya kira
tidak ada lagi istilah sekolah
mahal. Apalagi APBN juga
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